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KOMUNIKASIKABUPATENMAJALENGKATAHUN2020-2024

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

BUPATIMAJALENGKA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan
berbasis elektronik yang bersih, efektif, transparan dan
akuntabel menuju Majalengka Kota Cerdas (Smart City)
pada tahun 2024 diperlukan arah pengembangan yang
berkelanjutan sebagai pedoman kebijakan dan
penyusunan program yang terpadu pada perangkat daerah
yang disusun dalam bentuk Rencana Induk Teknologi
Informasi dan Komunikasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi Kabupaten Majalengka Tahun 2020-2024.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
KetenagakeIjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
33);

4. Undang-Undang 2
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4. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang
Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4774);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor4846);

7. Undang-Undang Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

8. Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5071);

9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2011
tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

11. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
te1ah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Undang-Undang 3
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13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negera' Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5601);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Badan Nasional Sertiflkasi Profesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4408;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 Tentang
Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4637);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5348);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang
Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5542);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor6402);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6037);

20. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand
Design ReformasiBirokrasi 2010-2025;

21. Peraturan Presiden Nomor8 Tahun 2012 tentang Kerangka
KualiflkasiNasional Indonesia (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor24);

22. Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan berbasis Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 20t8 Nomor 182);

23. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu
Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 112);

24. Instruksi Presiden Nomor3 tahun 2003 tentang Kebijakan
dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

25. Peraturan 4
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25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah
Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten
MajalengkaTahun 2019 Nomor 12);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 1
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah
Kabupaten MajalengkaTahun 2019 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA INDUK
PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNlKASIKABUPATENMAJALENGKATAHUN2020-2024.

BABI
KETENTUANUMUM

Pasal1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Majalengka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah.

5. Rencana Induk Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
Kabupaten Majalengka yang selanjutnya disebut Masterplan TIK adalah
rencana induk pedoman pembangunan dan pengembangan program dan
kegiatan teknologi informasi dan komunikasi.

6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE
adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi
informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna
SPBE (E-Government).

7. Teknologi 5
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7. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah suatu teknik untuk
mengumpulkan, menyiapkari, menyimpan, memproses, mengumumkan,
menganalisa, dan Iatau menyebarkan informasi;

8. Kota Cerdas (Smart city) adalah kotajkabupaten yang dapat mengelola
berbagai sumber daya (alam, manusia, waktu, dan lainnya) yang ada untuk
digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan untuk memaksimalkan
pelayanan kepada warganya sehingga dapat hidup aman, nyaman dan
berkelanjutan.

9. Majalengka Smart City adalah Kabupaten Majalengka yang cerdas dalam
pengembangan dan pengelolaan berbagai sumber daya (alam, manusia,
waktu, dan lainnya) untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan
memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi sehingga dapat
memaksimalkan pelayanan publik serta mendukung pembangunan yang
berkelanjutan.

BABII
SISTEMATIKAMASTERPLANTIK

Pasal2

Masterplan TIK memuat arah kebijakan, strategi pengembangan, dan
penyelarasan program TIKPerangkat Daerah dalamjangka waktu 5 (lima)tahun
dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 secara berkesinambungan untuk
mewujudkan visi Kabupaten Majalengka dan juga untuk mewujudkan sistem
pemerintahan berbasis elektronik yang bersih, efektif, transparan dan
akuntabel serta mendukung Majalengka menuju Kota Cerdas (Smart City) pada
tahun 2024.

Pasal3

Masterplan TIKsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai :
a. Pedoman Pemerintah Daerah dalam mewujudkan sistem pemerintahan

berbasis elektronik yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel sehingga
bisa menyediakan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.

b. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program kegiatan
pengembangan Kota Cerdas (Smart City) sehingga bisa mewujudkan
Majalengka Kota Cerdas (Smart City) pada tahun 2024.

Pasal4

(1) Sistematika
meliputi:
a. BABI
b. BABII
c. BABIII
d. BABIV
e. BABV
f. BABVI

Masterplan TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

PENDAHULUAN
METODOLOGIPENYUSUNANMASTERPLANTIK
ANALISISKONDISIYANGSEDANGBERJALAN
ARAHANTIK
ROADMAPPENGEMBANGANTIK
PENUTUP

(2)Rincian 6
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(2) Rincian Masterplan TIK sebagaimana climaksud pada ayat (I) tercantum
dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

BAB III
KETENTUANPENUTUP

Pasal5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
. pada tanggall Oktober 2020

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

Diundangkan di Majalengka
pada tanggall Oktober 2020

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMAN SUHERMAN

BERITADAERAHKABUPATENMAJALENGKATAHUN2020 NOMOR97

.'
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BABI
PENDAHULUAN

1.1. Latar Be1akang

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang
merupakan pengejawantahan salah satu misi pemerintah pusat yaitu
mewujudkan bangsa yang berdaya saing. Pemerintah mengimplementasikan hal
ini melalui pembangunan aparatur negara yang mencakup kelembagaan,
ketatalaksanaan, pelayanan publik, dan sumber daya manusia aparatur.
Tujuan dari pembangunan aparatur negara adalah mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik, peningkatan kualitas penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam penye1enggaraan
pembangunan. Kesiapan aparatur negara diperlukan untuk mengantisipasi
proses globalisasi dan demokratisasi agar pemerintah melakukan perubahan
mendasar pada sistem dan mekanisme pemerintahan, penyusunan kebijakan
dan program pembangunan yang membuka ruang partisipasi masyarakat, dan
pelayanan publik yang memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas, dan
kineIja tinggi.

Sementara itu, revolusi teknologi informasi dan komunikasi memberikan
pe1uang bagi pemerintah untuk melakukan inovasi pembangunan aparatur
negara melalui penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)
atau e-Government, yaitu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan
TIK untuk memberikan layanan kepada instansi pemerintah, aparatur sipil
negara, pelaku bisnis, masyarakat dan pihak-pihak lainnya. SPBE memberi
pe1uang untuk mendorong dan mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan
yang terbuka, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, meningkatkan kolaborasi
antar instansi pemerintah dalam me1aksanakan urusan dan tugas
pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama, meningkatkan kualitas dan
jangkauan pe1ayanan publik kepada masyarakat luas, dan menekan tingkat
penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk kolusi, korupsi, dan nepotisme
melalui penerapan sistem pengawasan dan pengaduan masyarakat berbasis
elektronik.

Akselerasi pembangunan aparatur negara juga dilakukan dengan
reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor
81 Tahun 2010 tentang Grand DesignReformasiBirokrasi 2010-2025 dengan 8
(de1apan)area perubahan, yaitu :
1. penataan dan pengelolaan pengawasan
2. akuntabilitas
3. kelembagaan
4. tata laksana
5. SDMaparatur
6. peraturan perundang-undangan
7. pelayanan publik
8. pola pikir dan budaya keIja.



BABVI
PENUTUP

Masterplan TIK ini mem pakan buku induk, selalu dapat disesuaikan dengan
kondisi perkembangan politik, kondisi sosial kemasyarakatan serta
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang san gat cepat.
Sebaiknya dokumen ini ditinjau ulang setiap tahunnya oleh seluruh Perangkat
Daerah beserta kantor unit penge101aTIK dalarn hal ini Dinas Komunikasi dan
Informatika sebagai leading sektomya.

BUPATIMAJALENGKA,

ttd

KARNASOBAHI

SEKRETARISDAERAH
KABUPATENMAJALENGKA,

ttd

EMANSUHERMAN

Salinan sesuai dengan aslinya,
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